BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) sampai 2022 belum mengakui
terjadinya pelanggaran prinsip non-diskriminasi sehingga pemenuhan prinsip non-
diskriminasi terhadap etnis Muslim Uighur belum terpenuhi dan berlindung dibalik
kedaulatan negara, namun beberapa negara barat sudah menjatuhi sanksi kepada

Pemerintah RRC, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mendesak

Pemerintah RRC untuk mengakui perbuatannya serta menerima sanksi sebagai

akibatnya,

a. Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi
dan memobilisasi dukungan masyarakat, dengan memanfaatkan kekuatan
virilitas dan jangkauan yang luas dari media sosial maka pesan untuk
mengakhiri pelanggaran HAM yang dialami etnis Muslim Uighur dengan
mencapai audiens global. Konten yang berisi foto, video yang dapat menarik
empati public secara luas.

b. Mengadakan aksi damai, kampanye dan kegiatan advokasi lainnya yang
menjadi sarana untuk menarik perhatian public dan pembuat kebijakan, dengan
mengorganisir demonstrasi yang damai, petisi. Gerakan ini dapat menciptakan

momentum untuk perubahan.
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c. Melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti selebriti dan pemimpin
agama adalah strategi yang sangat efektif, dukungan mereka bisa membawa
perhatian media dan mampu mencapai audiens yang tidak bisa dicapai secara
luas.

d. Membangun hubungan yang damai dan baik dengan organisasi sipil
masyarakat lainnya yang menjadi kunci dalam memperkuat solidaritas dan
kekuatan gerakan. Adanya kerjasama dengan kelompok HAM, agama dan
akademisi untuk memperluas jaringan dukungan dan kekuatan suara.

B. Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai pelanggaran prinsip non
diskriminasi yang dilakukan oleh China terhadap etnis Muslim Uighur, maka
penulis menyarankan Pemerintah RRC untuk segera mengakui perbuatan
diskriminasi yang telah dilakukannya kepada etnis Muslim Uighur, menjunjung
tinggi nilai keadilan dan HAM kepada warga negaranya tanpa melihat suku, agama,

ras dan bahasa serta meratifikasi konvensi Genewa 1951
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